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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Akad Mud}a>rabah 

 

1. Pengertian Akad  

Kata akad dalam istilah bahasa adalah ikatan dan tali 

pengikat.20 “Akad” barasal dalam  bahasa Arab al-Aqdu dalam bentuk 

jamak disebut al-Uqud yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut 

ulama fiqh, kata akad didefenisikan sebagai hubungan antara ijab dan 

kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya 

pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Akad (Ikatan, 

keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat 

diartikan sebagai kemitraan yang berbingkai dengan nilai-nilai 

syariah. 

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang 

sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridoan 

masing-masing maka akan timbul rukun-rukun akad, yaitu: 

a.  Orang-orang yang berakad (Aqid) 

b.  Benda-benda yang diakadkan (Ma’qud ‘alaih) 

c.  Tujuan atau maksud mengadakan akad (Maudhu ‘al-‘aqad) 

                                                           
20 Adbdul Aziz Muhmmad Azzam, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), 15. 
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d.  Ijab dan Kabul (Sighat al-‘aqd).21  

Akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah 

memenuhi syarat akad tersebut. Secara umum yang menjadi syarat 

sahnya suatu akad adalah: 

1) Tidak menyalahi hukum syari’ah. 

2) Harus sama ridha dan ada pilihan. 

3) Harus jelas dan gamblang.22 

Dalam pandangan mazhab Hanafi akad yang tidak sah secara 

syar’i terbagi dua yaitu batal dan fasad (rusak).23 Akad yang batal 

adalah akad yang rukunnya tidak terpenuhi  atau sifatnya tidak 

dibenarkan secara syar’i, misalnya barang yang ditransaksikan tidak 

diakui syara’ seperti jual beli miras, daging babi dan lain-lain. 

Namun ada beberapa asas yang mengatur tentang praktik 

mud}a>rabah. Salah satu asas ialah suatu akad yang mana dalam 

transaksi akad bisa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau 

tradisi ekonomi yang berlaku dalam masyarakat ekonomi, selama 

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perekonomian yang 

diatur dalam Islam. 

                                                           
21 Abdul Rahman Ghazali dkk, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), 52. 
22  Chairuman Pasaribu Sahrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta : Sinar 

Grafika, 1994), 2-3. 
23 Wahba Al-Zuhayly, Al-Fiqh Al-islamy wa Adillatahu, (Damsyiq : Da Al Fikr, 1984), Juz 4, 

236. 
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Dalam hukum Islam adat istiadat dapat dijadikan hukum, 

dalam kaidah fiqh terdapat kaidah sebagai berikut: 

 العَادَهُ مُحَكَمَة  

Artinya: “Tradisi yang yang ada di masyarakat itu dapat dijadikan 

hukum” 

سْتِعْمَا لُ النَّاسِ حثجَّة  يُجِبُ العَمَلُ بِهَاا  

Artinya: apa yang bisa diperbuat orang banyak, merupakan hujjah 

yang wajib diamalkan. 

Dari situlah disimpulkan bahwasanya segala sesuatu yang baik dan 

dikerjakan oleh msyarakat itu bisa menjadi patokan. 

Kaidah diatas diambil berdasarkan hadis Nabi yang menyatakan: 

 مَاراََي المُسْلِمُونَ حَسَنًا فَ هُوَ عِنْدَاللَّهِ حَسَ 

“Apa yang dipandang baik menurut kaum muslim, maka di sisi 

Allah pun baik.” (H>.R. Ahmad). 

Tetapi kaidah di atas akan berlaku jika kebiasaan atau adat istiadat 

yang ada dalam suatu masyarakat tersebut tidak bertentangan 

dengan syariat Islam. 
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2. Pengertian Mud{a<rabah 

Mudarabah adalah akad musamma  yaitu akad yang telah 

disebutkan syara’ sendiri namanya, demikian aturan-aturan secara 

umum. Mud{a<rabah adalah akad kerja sama dalam perniagaan yang 

telah ada sebelum nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul Allah.24  

Mudarabah disebut juga Al-Qiradh secara istilah dua kata itu 

mengandung arti yang sama. Qiradh telah ada sejak zaman jahiliyyah 

dan penghidupan masyarkatnya dihasilkan dari peraktik qiradh 

diantara mereka itu ada orang tua yang tidak mampu untuk bepergian, 

perempuan, anak kecil, anak yatim, orang yang mempunyai kesibukan, 

dan  orang sakit yang memberikan hartanya dengan akad Mud{a<rabah 

kepada orang yang mau meniagakan dengan keuntungan yang 

disepakati berama. Kemudian Rasulullah saw. menetapkan praktik ini 

dalam ajaran Islam, dan kaum muslimin pada saat itu melakukannya 

dengan penuh keyakinan.25 

Menurut Al-Nawawi di dalam kitab ar-Raudhah IV/97, al-

Qiradh al-Muqaradhah adalah satu makna, yaitu penyerahan suatu 

modal (harta) terhadap seseorang untuk diperniagakan, sedangkan 

keuntungan dibagikan diantara mereka. 

Pada prinsipnya akad Mud}a>rabah diperbolehkan dalam agama 

Islam, karena untuk saling membantu antara pemilik modal dengan 

                                                           
24 Neneng Nurhasanah, Mud}a>rabah dalam Teori dan Praktik, (Bandung: Refika Aditama,2015), 

65. 
25 Ibnu Hazmin, Al-Muhalla, Dar at-Turast, Kairo. Jilid 8. 
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seorang yang pakar dalam mengelola uang. Dalam sejarah Islam 

banyak pemilik modal yang tidak memiliki keahlian dalam mengelola 

uangnya. Sementara itu banyak pula para pakar dalam perdagangan 

yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Oleh karena itu, atas 

dasar saling tolong menolong, Islam memberikan kesempatan untuk 

saling berkerja sama antara pemilik modal dengan orang yang terampil 

dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.26 

Sedangkan menurut istilah syara’, Mud}a>rabah merupakan akad 

antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan dimana 

salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal 

usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi di antara mereka 

berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.  

Secara terminologi, para ulama fiqh mendefinisikan 

Mud}a>rabah atau Qira<d} dengan: 

Secara teknis, Mud}a>rabah adalah akad kerjasama usaha antara dua 

pihak dimana pihak pertama (sa<hib al-ma<l) menyediakan seluruh 

(100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. 

Keuntungan usaha secara Mud}a>rabah dibagi menurut kesepakatan 

yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung 

oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh 

kelalaian si pengelola. Namun, apabila kerugian itu disebabkan 

                                                           
26  Abdul, Rahman Al Jaziri, Kitabul Fiqh ‘alal Madzahibil Arba’ah ( Kitab Fiqh Empat Madhab), 

Juz 3, (Beirut: Daarul Kutub Al ‘Ilmiah), 34. 
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kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus 

bertanggung jawab atas kerugian tersebut.  

Maka dari itu salah satu bentuk kerjasama antara pemilik 

modal dengan seorang yang pakar dalam berdagang, di dalam fiqih 

Islam disebut dengan mud}a>rabah sedangkan ulama fiqih hijaz 

menyebutnya dengan Qira<d}.27  Secara terminologi, para ulama fiqh 

mendefinnisikan Mud}a>rabah atau Qira<d} dengan:28 Mud}a>rabah ialah 

akad antara kedua pihak (orang) yang saling menanggung, salah satu 

pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan 

dengan bagian yang telah ditentukan 

يَ تَجَرَ فِيْهِ وَيَكُوْنُ الربّْحُ مُشْتركًِا  آَنْ يدَْفَعِ الَْمَالِك الَِي الْعَامِلِ مَالََّّ

Artinya: ‚Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja 

(pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan menjadi 

milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama‛.29 

Adapun beberapa pendapat ulama’ yang mendefiniskan akad 

Mud{a<rabah, di antaranya sebagai berikut:  

a. Menurut Hanafiyah, Mud{a<rabah adalah dua pihak yang berakad  

yang berserikat dalam keuntungan (laba) karena harta diserahkan 

kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. 

Maka Mud{a>rabah  ialah akad syirkah dalam laba, satu pemilik 

harta dan yang lain pemilik jasa.  

                                                           
27 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 175. 
28 Gemala Dewi, et al., Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, Cet.ke-2, 2006), 119-120. 
29 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Jilid 3, (Riyad: Daarul Muayyad, 1997), 220. 
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b. Malikiyah berpendapat bahwa Mud{a>rabah  adalah akad 

perwakilan, dimana pemilik harta mewakilkan hartanya kepada 

yang lain untuk diperdagangkan dengan modal yang ditentukan 

(emas dan perak).  

c. Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa akad Mud{a>rabah  ialah akad 

yang menentukan seseorang yang menyerahkan hartanya kepada 

yang lain untuk ditijarahkan. 

d. Hanabilah berpendapat Mud{a>rabah  ialah ibarat pemilik harta 

menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang 

berdagang dengan bagian dari keuntungan  yang diketahui. 

e. Menurut Sayyid Sabiq, Mud{a>rabah  adalah akad antara dua belah 

pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk 

diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai 

dengan perjanjian.30 

f. Menurut pasal 20 ayat 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 

Mud{a>rabah  adalah kerjasama antara pemilik dana dengan 

pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan 

pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.31 

 

B.  Dasar Hukum Mud}a>rabah  

                                                           
30 Sayyid Sabiq, Fqhus Sunnah, Jilid 3, (Kairo, Maktabah Da>r al- Turos 2005), 151. 
31 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Bandung: Fokus Media, 2010), 15. 
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Ketetapan hukum Islam berkaitan dengan muamalah sebagian 

merupakan penetapan dan penegasan kembali atas praktik-praktik yang 

telah berlangsung pada masa sebelum. Hal itu disebabkan praktik 

muamalah tersebut selaras dengan prinsip dasar ajaran agama Islam. 

Selain itu dalam praktik muamalah terkandung manfaat yang besar. 

Salah satu bentuk muamalah tersebut adalah Mud{a>rabah. Nabi 

Muhammad saw. sendiri bekerja sebagai Mud}a>rib pada transaksi 

komersial jenis ini kepada Khodijah sebelum beliau diangkat secara 

resmi sebagai Rasul Allah.32 

Menegaskan kembali bahwasanya Mud}a>rabah sebagai bentuk 

muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, dapat kita lihat dalam hadis 

Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh ibnu majjah dari shuhaib 

yang menyebutkan:  

كة المقارضة والبيع الى اجل وخلط ابر باالشعير للبيت لَّللبيع )ابن ماجه(ثلاثة فيهن البر   

“Tiga macam (bentuk usaha) yang di dalamnya terdapat bentuk 

barakah: Muqaradhah/Mud}a>rabah  , jual beli secara tangguh, 

mencampur gandum dengan beras untuk keperluan rumah tangga, 

bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah). 

 

1. Al-Quran 

 Secara eksplisit, al-Quran tidak menyebut Mud}a>rabah   sebagai satu 

bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Secara umum, 

beberapa ayat menyiratkan kebolehannya dan para ulama 

                                                           
32 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, jilid IV, 1996), 

382. 
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menjadikan beberapa ayat tersebut sebagai dasar hukum Mud}a>rabah  

, ayat al-Quran tersebut  terdapat pada firman Allah Al-Maidah (5): 

1.   

مَا يُ تْلىَ عَلَيْكُمْ غَي ْ  الصَّيْدِ رَ مُحِلِّى يأَيَ ُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُ وْا أوَْفُ وْا باِلْعُقُودِ احُِلَّتْ لَكُمْ بهَِمَةُ الأنَْ عَمِ اِلََّّ

 وَانَْ تُمْ حُرُم  اِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَايرُيِْدُ 

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 

kepadamu. (yang demikian itu ) dengan tidak menghalalkan berburu 

ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah 

menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.” 

 

Akad (perjanjian) dalam ayat tersebut mencakup janji prasetya 

seseorang hamba kepada Allah dan perjanjian yanga dibuat oleh 

manusia dalam pergaulan sehari-hari dengan sesamanya.  

Sementara itu Wahbah al-Zuhaily menjelaskan, bahwa yang 

menjadi dasar al-Quran mengenai akad Mud}a>rabah   ini adalah QS. 

Al-Muzzammil (73):20:  

 ...وَاَخَرُوْنَ يُ قَتِلُونَ فِي سَبيْلِ اللّهِ فاَقَْ رَءُواْ مَا تَ يَسَّرَ مِنْهُ...

“....Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian 

karunia Allah...”33 

Yang dimaksud dengan al-Mud}a>rib adalah orang yang 

berjalan di (bepergian) di muka bumi untuk mencari karunia Allah, 

sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Jumu’ah (62):10: “Apabila 

                                                           
33Achmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), 149. 
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shalat telah didirikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan 

carilah karunia Allah dan ingatlah lah banyak-banyak agar kamu 

beruntung”. 

2. Al-Hadits 

Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, Rasulullah pernah 

melakukan Mud}a>rabah dengan Khadijah, dengan modal dari 

Khadijah. Beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut 

untuk diperdagangkan.  

طُ لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثَلَاث  فِيْهِنَّ البَ ركََة  البَ يْعُ الَِى اَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَاَخْلَا قاَلَ رَسُوْ   

 الْبُ رِّ بشَّعِيْرِ للِْبضيْتِ لَّلَلِْبَ يْعِ 

 
Artinya: ‚Rasulullah saw bersabda: Tiga hal yang di dalamnya 

terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah 

(bagi hasil) dan mencampur gandum putih dengan gandum merah 

untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. 

 
 لََّ يَسْلُكَ بهِِ نْ كَانَ سَيِّدِناَ الْعَبباّسُ بْنِ عَبْدِالْمُطلَِّبِ اِذَادَفَعَ الَْمَالَ مُضَاربَةَ  اِشْتَ رَطَ عَلَى صَاحِبِهِ اَ 

رْتهُُ رضسُوْلُ شَ  بَحْراً وَلَّيََ نْزلَِ بهِِ وَادِياً وَلَّيََشْتّريَِ بهِِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فاَِنْ فَ عَلَ  ذَلِكَ ضَمِنَ فَ بَ لَغَ 
 اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فاََجَازهُُ 

 
Artinya: Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta 

sebagai Mud{a<rabah, ia mensyaratkan kepada Mud}a>rib-nya agar 

tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak 

membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (Mud}a>rib) 

harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan 

Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya‛(HR. 

Thabrani dari Ibnu Abbas).34 

 

 

                                                           
34 Taqiyuddin Abi Bakr, Kifayah Al-Akhyar, (Mesir: Dar al-kitab al-araby, Juz I), 301. 
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3. Ijma'  

Imam Zailai dalam kitabnya Nasbu ar-Rayah telah menyatakan 

bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengolahan 

harta anak yatim secara Mud{a<rabah. Kesepakatan para sahabat ini 

sejalan dengan spirit hadis yang dikutip oleh Abu Ubaid dalam 

kitabnya al-Amwal “Rasulullah saw. telah berkhotbah di depan 

kaumnya seraya berkata wahai para wali yatim, bergegaslah untuk 

menginvestasikan harta\ amanah yang ada di tanganmu janganlah 

didiamkan sehingga termakan oleh zakat”. 

Indikasi dari hadis ini adalah menginvestasikan harta anak 

yatim secara Mud{a<rabah sudah dianjurkan, apalagi Mud{a<rabah 

dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakat disini, seandainya 

harta tersebut diinvestasikan, maka zakatnya akan diambil dari 

return on investment (keuntungan) bukan dari modal. Dengan 

demikian harta amanat tersebut akan senantiasa berkembang, bukan 

berkurang.35  

Para ahli hukum Islam secara sepakat mengakui keabsahan 

mud}a>rabah karena ditinjau dari segi kebutuhan dan manfaat karena 

sesuatu dengan ajaran dan syariah dan segi lainnya.36 

                                                           
35 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, Yogyakarta : UII Press, 2005, 15.   
36 Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Pedoman Hidup Muslim (Jakarta:PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 

2008),  616. 
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Dasar hukum dari Mud{a<rabah adalah ijma’ ulama’ yang 

membolehkannya seperti dinukilkan Ibnu Mundzir, Ibnu Hazm, 

Ibnu Taimiyah dan lainnya. 

4. Qiyas  

Mud{a<rabah diqiyaskan kepada al-musaqah (menyuruh seseorang 

untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin 

dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak 

dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang 

miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan 

demikian, adanya Mud{a<rabah ditujukan antara lain untuk 

memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk 

kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan 

mereka.37 

 

C. Syarat dan Rukun Mud}a<rabah 

Jumhur ulama menyatakan bahwa, rukun Mud}a>rabah terdiri atas orang 

yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan ijab qobul.38 Adapun syarat- 

syarat Mud}a>rabah sebagai berikut: 

1. Bagi pihak yang berakad harus cakap bertindak hukum dan cakap 

diangkad sebagai wakil (bagi mud{a<rib). 

                                                           
37 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum, Bandung : Pustaka 

Setia, 2001, 226 . 
38 Neneng Nurhasanah, Mud}a>rabah dalam Teori dan Praktik, (Bandung: Refika Aditama,2015), 

76. 
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2. Yang terkait dengan modal disyaratkan 

- Berbentuk uang 

- Jelas jumlahnya 

- Tunai 

- Diserahkan sepenuhnya kepada mud{a<rib 

3. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian 

pembagian keuntungan harus jelas yang diambil dari keuntungan, 

misalnya setengah, seperempat atau sepertiga. 

4. Untuk syarat akad mengikuti syarat sebuah akad pada umumnya, 

yaitu harus jelas shigatnya dan ada kesesuaian antara ijab dan 

qabulnya.39  

       Berkaitan dengan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh suatu 

akad, jumhur ulama mengejmukakan syarat syarat Mud{a<rabah sesuai 

dengan rukunnya sebagai berikut:  

a. Yang terkait dengan orang yang melaukan transaksi haruslah 

orang yang cakap bertindak hukum dan orang yang cakap 

diangkat sebagai wakil. Pada satu sisi posisi orang yang akan 

mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal, itulah 

sebabnya syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi 

pengelola modal dalam akad mud{a<rabah 

                                                           
39 Neneng Nur Hasanah, Mud{a<rabah dalam Teori dan Praktik (Bandung, Rafika Aditama, 2015), 

76. 
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b. Yang terkait dengan modal, disyaratkan berbentuk uang, jelas 

jumlahnya, tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada pngelola 

modal  Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau 

sejenisnya yang memungkinkan dalam perkongsian. 

1) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran. 

2) Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak harus ada 

di 

tempat akad. 

3) Modal harus diberikan kepada pengusaha agar digunakan 

harta tersebut sebagai amanah. 

       Apabila modal itu berbentuk barang, maka menurut ulama 

tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan 

keuntungannya. Demikian juga halnya dengan hutang, tidak 

bisa dijadikan modal Mud}a>rabah. Menurut Mazhab Hanafi, 

Maliki, Syafi’i apabila modal itu dipegang sebagiannya, maka 

akad itu tidak dibenarkan. Namun, menurut Mazhab Hanbali, 

boleh saja sebagian modal itu berada ditangan pemilik modal, 

asal saja tidak mengganggu kelancaran jalan perusahaan 

tesebut. 

c. Yang terkait degan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian 

keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing harus dambil 

dari keuntungan dagang, seperti setengah setengah, sepertiga atau 
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seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut 

ulama Hanafiyah akad itu fasid (rusak).40 

       "Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad Mud{a<rabah yang 

tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan 

yang berhak diterima oleh kedua pihak yang ber Mud{a<rabah."54 

Mud}a>rib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib 

al-maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah 

keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan 

antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan, 

adapun syaratnya adalah: 

1) Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak;  

2) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui 

pada waktu kontrak dan proporsi tersebut harus dari 

keuntungan;  

3) Nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari 

waktu ke waktu;  

4) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya yang 

harus ditanggung pemodal dan pengelola.41 

       Namun demikian, mereka tidak boleh mengalokasikan 

keuntungan secara langsung untuk siapa saja dan juga mereka 

tidak boleh mengalokasikan keuntungan dengan tingkat 

                                                           
40 Ibid. 
41 Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, 176. 
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presentase tertentu dari modal. Misal, jika modal 100 juta, 

mereka tidak boleh sepakat terhadap syarat bahwa Mud}a>rib 

akan mendapatkan 10 juta dari keuntungan, atau syarat 20 

persen dari modal menjadi milik shahibul maal.42  

 

D. Macam Macam Mud}a>rabah 

Secara umum Mud}ar>abah dibagi menjadi dua macam, yaitu: Mud}ar>abah 

muthlaqah dan Mud}ar>abah muqayyadah. Berikut ini akan dikemukakan kedua 

macam pembagian Mud}ar>abah di atas. 

1. Mud}ar>abah Muthlaqah 

Yang dimaksud dengan Mud}ar>abah muthlaqah adalah bentuk kerja 

sama antara pemodal (shahib al-mal) dan pengusaha (Mud}a>rib) yang 

cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, 

waktu dan daerah bisnis. Dalam Mud}ar>abah muthlaqah ini shahib al-

mal memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Mud}a>rib  dalam 

mengelola modal dan usahanya. 

2. Mud}ar>abah Muqayyadah 

Mud}ar>abah muqayyadah atau biasa disebut juga dengan 

istilah restricted Mud}ar>abah/specified Mud}ar>abah  adalah kebalikan 

dari Mud}ar>abah muthlaqah, dimana pengelola usaha (Mud}a>rib) 

dibatasi dengan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Dengan adanya 

                                                           
42 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Raja Grafin.do Persada, 2007), 64. 
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batasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum pemilik 

modal (shahib al-mal) dalam memasuki jenis dunia usaha. 

 

E. Hukum Mud}a>rabah   

Hukum Mud}a>rabah   terbagi dua, yaitu Mud}a>rabah shahih dan Mud}a>rabah   

fasid. 

1.  Mud}a>rabah Shahih 

Hukum Mud}a>rabah shahih yang tergolong shahih cukup 

banyak, antara lain tanggung jawab pengusaha. Ulama fiqih telah 

sepakat bahwa pengusaha bertanggung jawab atas modal yang ada 

ditangannya, yakni sebagai titipan. Hal ini karena kepemilikan modal 

tersebut atas seizin pemiliknya. Apabila pengusaha beruntung, ia 

memiliki hak atas laba secara bersama-sama dengan pemilik modal.  

Jika modal Mud}a>rabah   rusak atau rugi karena adanya beberapa 

sebab yang menjadikannya rusak atau rugi, maka pengelola memiliki 

hak untuk mendapatkan upah. Jika hartanya rusak tanpa disengaja, ia 

tidak bertanggung jawab atas rusaknya modal tersebut. Jika 

disyaratkan bahwa pengusaha harus bertanggung jawab atas rusaknya 

modal, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, syarat tersebut batal, 

tetapi akadnya sah. Dengan demikian, pengusaha bertanggung jawab 

atas modal dan berhak atas laba. Adapun ulama Malikiyah dan 

Syafi’iyah berpendapat bahwa Mud}a>rabah   batal. 
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2.  Mud}a>rabah Fasid 

       Salah satu contoh Mud}a>rabah  Fasid adalah mengatakan, 

“berburulah dengan jaring saya dengan hasil jaringan dibagi di antara 

kita” Ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah berpendapat bahawa 

pernyataan ini termasuk tidak dapat dikatakan Mud}a>rabah   yang shahih 

karena pengusaha (pemburu) berhak mendapatkan upah atas 

pekerjaannya,baik dia mendapatkan upah atau tidak.43 

 

F. Metode Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil  

Adapun meteode penerimaan Pendapatan bagi hasil adalah sebagi  

berikut:  

1. Bagi hasil netto adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan 

dari usaha dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul. Contoh: bila  

dari sebuah proyek atau usaha dihasilkan penjualan sebesar Rp  

2.000.000,00 dan biaya-biaya usaha Rp 500.000,00, maka yang  

dibagihasilkan sebesar Rp 1.500.000,00. Ini disebut metode profit 

sharing. 

2. Bagi hasil brutto adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan  

usaha tanpa dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul. Contoh: bila  

dari sebuah proyek atau usaha dihasilkan penjualan sebesar Rp 

2.000.000,00 dan biaya-biaya usaha sebesar Rp 500.000,00, maka 

                                                           
43  Rachmat Syafi’i, Fiqih Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2004), 223. 
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yang dibagihasilkan adalah sebesar penjualan yaitu Rp 2.000.000,00. 

Ini disebut metode revenue sharing. 

G. Prinsip-Prinsip Mud}a>rabah 

1. Prinsip Berbagi Keuntungan diantara Pihak-Pihak yang Melakukan Akad 

Mud}a>rabah 

       Dalam akad Mud}a>rabah, laba bersih harus dibagi antara shahibul 

maal dan mudarib berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana 

yang telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan 

dalam perjanjian Mud}a>rabah. 

       Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada 

ditutupi dan ekuitas  shahibul maal sepenuhnya dikembalikan. Semua 

kerugian yang terjadi dalam perjalanan bisnis harus ditutup dengan laba 

sebelum hal itu ditutup dengan ekuitas shahibul maal. 

2. Prinsip Berbagi Kerugian diantara Pihak-Pihak yang Berakad 

       Dalam Mud}a>rabah, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada 

pembagian kerugian diantara pihak-pihak yang berakad. Kerugian 

finansial sepenuhnya dibebankan pada pemilik modal, kecuali terbukti 

ada kelalaian, kesalahan atau kecurangan yang dilakukan oleh Mud}a>rib. 

Sementara itu pihak mudarib menanggung kerugian itu berupa waktu, 

tenaga dan jerih payah yang dilakukannya.dia tidak memperoleh apapun 

dari apa yang dikerjakannya. 
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       Disinilah letak perbedaan antara mudarabah dan pinjaman kredit di 

bank konvensional yang menjamin keselamatan harta/uang yang 

dikelompoknya. Dalam Mud}a>rabah  , Mud}a>rib berfungsi sebagai 

pemegang amanah, bukan penjamin. Dia bertanggung jawab terhadap 

harta/modal hanya jika lalai/curang atau salah. Seandainya dimasukkan 

dalam persyaratan, bahwa Mud}a>rib menjamin keselamatan harta/modal 

Mud}a>rabah  , maka akan mengakibatkan batalnya akad Mud}a>rabah   dan 

hilang legalitasnya44. 

3. Prinsip Kejelasan 

Dalam Mud}a>rabah, masalah jumlah modal yang akan diberikan shohibul 

maal, persentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang 

dikehendaki oleh masing-masing pihak dan jangka waktu perjanjiannya 

harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip 

yang harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus 

dilaksanakan dalam akad mudarabah. Hal ini sesuai dengan firman allah 

Qs. Al-Baqarah (2) 282-283: 

 

ب دَدَ ب
عْ ِۖا  دَ باِلعْ ندكُمعبكدلتابب ٌ بِ َّي ع تُبع عْيدكع دَ ب

هُُۗ تُ بُ وع يعنٍبإاْٰىبأدجدلٍبمُّسدمًّىبفدلكع دْ باِ تُمع اي دن ع دْ ابإاذدابتد باٰمدنُ وع يأدي ُّهدلباَّذايعند

ب دَدَ ب دَََِّ دَب باّْٰهٰ اِ دَبعْي دتَّ ُِّبب اَباعْحد بعدّٰديع باَّذايع ّٰالا عْيُمع دَ ب
ْۚ
تُبع َُبف دّٰعيدكع َُباّْٰهٰ بكدمدلبعدَّّٰمد تُبد بيَّكع بأدنع بكدلتاب ٌ يدأعبد

                                                           
44 Neneng Nurhasanah, Mudharabah Dalam Teori Dan Praktek, (Bandng: Refika Aditama,2015),  

87. 
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ب بيُّمالَّببهبُود تدطايععُبأدنع بيدسع بدَ عَ فًلبأد اَي ع بضد هًلبأدعَ ُِّبسدفاي ع اَباعْحد بعدّٰديع بكدلندباَّذايع بفدإانع ئًلُۗ َُبشدي ع بمانع ي دبعخدسع

ب دَأدتٰنابمامَّنع ََّامع دَجُل ٌب بف د دَجُّٰدبيعنا ندلب بَّمعبيدكُوع بفدإانع
ْۚ
اَهجدلاْكُمع ب يعنابمانع دْ يع عَابشدها ُْ ها تدشع دَاسع ب

عْ ِۖاُۗ دَ اْيَُّباِلعْ دَ ّٰالعب ف دّٰعيُمع

ب اُۗ اءُبإاذدابمدلبدبُعُوع دْ باْشُّهد بيدأعبد دَ دَ ب ىُۗ َٰ ُخع هُمدلبالْع ْٰ بإاحع هُمدلبف دتُذدكهادَ ْٰ بتدضالَّبإاحع اءابأدنع دْ عَضدوعندبماندباْشُّهد ت د

دَأددعنٰىب دَأدق عودمُباّْٰشَّهدلددةاب اَب باّْٰهٰ دْ ًَابإابْٰىبأدجدّٰاَبذٰاْكُمعبأدقعسدطُبعانع باي ع بكد ًَابأدعَ هُبصدغاي ع تُ بُ وع بتدكع ابأدنع أدمُوع بتدسع دَدَ

ب لُۗ هد بتدبكعبتُ بُ وع بجُندلح ٌبأدََّ بعدّٰديعكُمع ندكُمعبف دّٰديعسد ن دهدلبِ دي ع عَ َُ ي ع اْ دَةًبتُ دَةًبحدلضا بتدكُوعندبتاجدل بأدنع ابإاََّ عَتدلُِ وع بت د أدََّ

ب دَُۗ دَات َّقبُواباَّّْٰ ب
ُۗ
باِكُمع بفُسُوعق ٌ ابفدإانََّ دَُّٰوع بت دفع إانع دَ .ُۗب بشدهايع ٌْ ََّدَ ب ََّبكدلتاب ٌ بيُضدل دَبدَ ب

 
عَتُمع ابإاذدابت دبدلي د عَ ُْ ها دَأدشع

ءٍبعدّٰايعم بشديع َُباِكُلها دَاَّّْٰ ب
ُۗ
َُ دَّٰهامُكُمُباَّّْٰ يُ  دَ  

تُماندب عْ دَدهاباَّذاىبا عَبضًلبف دّٰعيُ  بِ د عَضُكُمع بِ د بأدماند بفدإانع
ُۗ
بُ وعضدة ٌ اَهٰن ٌبمَّقع عَابكدلتابًلبفد ُْ ََّدْمعبتدجا ٍَب تُمعبعدّٰٰىبسدفد بكُن ع إانع دَ

عَمدّٰبُوعبندبعدّٰايعم ٌب َُباِمدلبت د دَاّْٰهٰ باٰثام ٌبق دّٰعبَُب هدلبفدإانََّ تُمع بيدكع دَمدنع ب
ُۗ
تُمُواباْشَّهدلددةد بتدكع دَ دَ ب دَََِّ دَب باّْٰهٰ اِ عْي دتَّ دَ  ب

 ٗ  أدمدلن دتدَ

 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya, dan persaksikanlah dua orang saksi dari orang-orang 

lelaki diantaramu. Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik 

kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian 

itu lebih adil disisi allah dan lebih dapat  memperkuat persaksian dan 

lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) kerugianmu, kecuali 

mumamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu 

maka tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menulisnya, dan 

persaksikanlah apabila kamu berjual beli”. 
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G.  Pembatalan Mud}ar>abah 

Mud}ar>abah menjadi batal apabila perkara-perkara sebagai berikut: 

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat Mud}ar>abah. 

2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya. 

3. Apabila pemilik modal meninggal dunia, Mud}ar>abah menjadi batal 

 

 

H. Hak dan Kewajiban Pemberi Pinjaman/Pemodal 

Pemilik usaha/pemodal (shahib al-mal) selaku pemberi modal 

mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi untuk pengelola usaha, yaitu 

menyediakan dana untuk dipergunakan sesuai dengan rencana penggunaan 

pembiayaan yang dicantumkan dalam perjanjian dengan pengelola 

(Mud}a>rib). Selain kewajiban tersebut di atas, pemodal juga berkewajiban 

untuk mengawasi dan memberikan bimbingan atau petunjuk-petunjuk 

kepada pengelola sehubungan dengan pembiayaan yang diberikannya. 

Di samping kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut di atas, 

dengan adanya perjanjian pembiayaan dan penyerahan modal kepada 

pengelola, maka pemodal juga memperoleh hak-hak sebagai berikut: 

1. Menerima laba dan pembagian keuntungan (bagi hasil) atas pinjaman 

atau pembiayaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang 

telah dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan. 
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2. Meminta kembali uang pinjaman yang telah diterima oleh pengelola 

apabila baik dengan sengaja atau tidak, telah melanggar ketentuan-

ketentuan yang telah disepakati bersama. 

3. Menagih/menarik modal dan keuntungan tersebut dari pengelola 

apabila telah jatuh tempo sesuai surat perjanjian. 

4. Setiap waktu yang diperlukan, maka pemodal berhak meminta 

keterangan tentang pembukuan yang telah ditulis oleh pengelola 

terhadap penggunaan modal yang diberikan. 

5. Pemodal secara sepihak dapat mengakhiri perjanjian pembiayaan dan 

mencabut/menyita barang-barang dagang yang dikelola oleh pengelola 

dan menutup kongsi dagang apabila: 

a) Usaha dagang dinyatakan pailit atau mengalami kerugian, baik 

yang bersifat sementara maupun tetap. 

b) Apabila pengelola melakukan tindakan anarkis dan penipuan 

dengan cara mencuri barang dagang milik pemodal, baik dengan 

sengaja maupun tidak sengaja. 

c)  Jika pengelola secara langsung atau tidak langsung ikut terlibat 

tidak pidana atau gerakan anti pemerintahan yang diancam pidana 

penjara, untuk itu pemodal tidak menunggu keputusan pengadilan. 

d) Jika peminjam meninggal dunia.  

 

 

I.  Hak dan Kewajiban Pengelola Usaha 
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Sebagaimana yang telah dikemukakan mengenai hak dan kewajiban 

pemberi pembiayaan (pemodal) yang timbul karena adanya perjanjian 

pembiayaan, maka kebalikan dari uraian yang telah diuraikan di atas, 

maka hak dan kewajiban dari pengelola kepada pemodal yaitu: 

1. Wajib mengikuti tata tertib dan peraturan yang telah dibuat oleh 

pemodal. 

2. Wajib membayar provisi atas pinjaman yang diberikan. 

3. Wajib mengembalikan pinjaman dalam jumlah yang sama berserta 

keuntungan menurut yang telah diperjanjikan. 

4. Mengikuti petunjuk-petunjuk dan teknik yang diberikan oleh pemodal 

5. Melaporkan sesuatu yang terjadi terhadap usaha yang dijalankan 

dalam waktu yang secepat-cepatnya, apabila terjadi hal diluardugaan 

dari perjanjian. 

6. Tetap menjalankan usaha sendiri atau oleh ahli waris yang masih 

menjadi tanggung jawab, tidak memindahkantangankan kepada pihak 

lain sebelum mendapat persetujuan dari pemodal. 

7. Memanfaatkan modal usaha dari pemodal untuk menjalankan 

tugasnya.45  

       Kewajiban-kewajiban tersebut timbul karena adanya perjanjian 

pembiayaan, sedangkan hak-hak pengelola yang lahir dari perjanjian 

pembiayaan adalah: 

                                                           
45 Sutan Remy Syahdeini, Hak Tanggungan Asas-Asas Pokok dan Masalah  yang Dihadapi oleh 
Perbankan, (Bandung: Alumni, Cet. 1, 1999), 11. 
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a. Menerima sistem bagi hasil sebesar jumlah yang tercantum dalam 

perjanjian pembiayaan Mud}ar>abah. 

b. Menerima bimbingan, arahan dan petunjuk dari pemodal 

sehubungan dengan kegiatan peningkatan usahanya. 

c. Menerima tanda bukti atas pembiayaan Mud}ar>abah dan 

pembebanan-pembebanan atau pembiayaan-pembiayaan lainya 

yang dilaksanakan oleh pemodal. 

d. Memiliki dan melakukan kegiatan selanjutnya, semua kewajiban-

kewajiban dengan pemodal telah dipenuhi dengan baik menyangkut 

dengan pengembaliaan modal usaha maupun pembagian 

keuntungan yang diperoleh. 

  


